
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 8 TAHUN 2A22

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 I HK.O4 I 32L8 / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Kepala Sub Bagian

Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangand.aran berdasarkan

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 242 Tahun 2A22 tentang Pemberhentian dan

Pengang!<atan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum KabupatenlKota di Lingkungan Sel<retariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tugas

dan fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 2 /HK.O4l 321812A22

tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi

dan

ffiLJ
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dan Informasi Hukum di Ling[ungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a8a6|;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan [embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61O9);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2072 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor

82);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Linglnrngan Komisi Pemilihan Umum {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor a56);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

8 Tahun 2Ol9 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun z0tg Nomor 6921;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 32O) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2O2L tentang Pembahan Ketiga

atas Perattrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019
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2Ot9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2l Nomor 7861;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2A2O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

r2361;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O2l

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan IJmum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2L Nomor 784) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Llmum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2L Nomor 15O5;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umrrm Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hulmm Komisi Pemilihan

Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1 0/HK.04 I 08 I 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 242 Tahun 20122 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Linglcungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Frovinsi Jawa Barat

Tahun 2022;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 2|H'K.O4l32L8/2022 tentang

Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Tahun 2A22;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 13/PK.01-BA/321812022 tentang

Perubahan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Tahun 2A22;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 2/HK.O4 /32L812O22 TENTANG PEMBENTUKAN

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2A22.

Menetapkan Pembahan Pengelola Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2A22, dengan

susr.rnan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum

dalam l,ampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini-

Masa kerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31

Desember 2O22.

Segala biaya yang tinnbul dalam pelaksanaan tugas

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

pada

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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KEEMPAT

pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kornisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Bagran Anggaran A76

Tahun Anggaran 2022 danlatau anggarzrn lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETAzuAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Hukum

Manusia,
IJJ
o-
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